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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi tata kelola bisnis syariah di era digital 
dengan menekankan pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), integrasi teknologi modern, 
serta model tata kelola kolaboratif dan multistakeholder. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji transformasi tata kelola bisnis syariah di era 
digital. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi 
dokumentasi yang melibatkan praktisi, akademisi, regulator, serta Dewan Pengawas Syariah. 
Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan validasi melalui 
triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 
digital seperti AI, blockchain, dan big data berperan penting dalam meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, serta efisiensi tata kelola bisnis syariah. Temuan ini memberikan kontribusi 
konseptual dalam pengembangan kerangka tata kelola syariah berbasis digital yang relevan 
dengan tantangan era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi seperti 
artificial intelligence, blockchain, dan big data mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, 
dan akuntabilitas tata kelola syariah digital. Selain itu, DPS tidak hanya berperan sebagai 
pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mendorong inovasi digital yang selaras 
dengan maqāṣid al-sharī‘ah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa model tata kelola bisnis 
syariah yang bersifat kolaboratif dan multistakeholder sangat diperlukan untuk memperkuat 
kepercayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing di tingkat global. Dengan demikian, tata 
kelola syariah digital yang adaptif, inovatif, dan partisipatif dapat menjadi kunci dalam 
membangun ekosistem bisnis syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif di era 
transformasi digital. 
 

ABSTRACT  
This study aims to analyze the transformation of Sharia business governance in the digital era by 
emphasizing the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), the integration of modern 
technology, as well as collaborative and multi-stakeholder governance models. A qualitative 
approach with a case study design was employed to examine the transformation of Sharia 
business governance in the digital era. Data were collected through in-depth interviews, 
participatory observation, and document studies involving practitioners, academics, regulators, 
and the Sharia Supervisory Board. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman 
interactive model, with validation through source and method triangulation. The findings reveal 
that the utilization of digital technologies such as AI, blockchain, and big data plays a crucial role 
in enhancing transparency, accountability, and efficiency in Sharia business governance. This 
study provides a conceptual contribution to the development of a digital-based Sharia 
governance framework relevant to modern challenges. The results further indicate that 
implementing technologies such as artificial intelligence, blockchain, and big data can 
significantly improve the effectiveness, transparency, and accountability of digital Sharia 
governance. Moreover, the SSB not only functions as a supervisory body but also as a strategic 
partner in promoting digital innovation aligned with the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah. The 
study also emphasizes that a collaborative and multi-stakeholder governance model is essential 
to strengthen public trust and enhance competitiveness at the global level. Therefore, adaptive, 
innovative, and participatory digital Sharia governance can serve as a key to building a 
sustainable, inclusive, and competitive Sharia business ecosystem in the era of digital 
transformation. 

KEYWORDS 
Sharia Business Management, 
Digital Transformation, 
Governance. 

This is an open access 

article under the CC–BY-SA 

license 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi digital telah memicu perubahan fundamental dalam berbagai aspek 
bisnis, termasuk dalam pengelolaan bisnis syariah (Silalahi & Chairina, 2023). Digitalisasi tidak hanya 
memengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga mendorong reformasi tata kelola (governance) dalam 
lembaga bisnis syariah agar semakin adaptif dalam menghadapi tuntutan era digital (Bahtiar dkk., 2025).  
Percepatan digitalisasi telah menjadi katalis dalam reformasi manajemen dan tata kelola (governance) 
dalam bisnis syariah (Morisson & Fikri, 2025). Transformasi ini bukan hanya tentang efisiensi 
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operasional, melainkan juga memperkuat mekanisme tata kelola agar tetap selaras dengan prinsip 
syariah (Darnah dkk., 2024). Menurut (Alnamira dkk., 2025) pengembangan manajemen bisnis syariah di 
era digital memerlukan pendekatan holistik mencakup edukasi publik mengenai prinsip perbankan 
syariah, kolaborasi antar lembaga, teknologi seperti fintech dan blockchain, serta optimalisasi pemasaran 
digital, guna memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Transformasi 
digital dalam sektor keuangan Islam melibatkan implementasi fintech, blockchain, dan kecerdasan buatan 
(AI), yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi operasional, sambil tetap menjaga 
kepatuhan syariah (Sudarmanto dkk., 2024). Meski demikian, faktor seperti keamanan data, regulasi, dan 
penerimaan pasar tetap menjadi tantangan signifikan (Qothrunnada dkk., 2023). 

Dalam konteks governance syariah, DPS (Dewan Pengawas Syariah) memainkan peran 
strategis dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (Aditya dkk., 2025). Dalam menjalankan 
operasionalnya, bank syariah dihadapkan pada dua tantangan risiko yang sangat signifikan, yaitu risiko 
kerugian finansial dan risiko ketidaksesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko kerugian finansial 
muncul sebagai konsekuensi dari dinamika pasar, fluktuasi ekonomi, maupun pengelolaan aset dan 
kewajiban yang tidak seimbang (Damayanti dkk., 2024). Sementara itu, risiko ketidaksesuaian syariah 
berkaitan dengan potensi terjadinya praktik atau produk yang bertentangan dengan hukum Islam, baik 
secara sengaja maupun tidak disengaja, yang dapat merugikan reputasi dan kepercayaan publik 
terhadap bank syariah (Yusra dkk., 2024). Dalam konteks inilah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) 
menjadi sangat krusia (Febryana dkk., 2025). Sebagai amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
keberadaan DPS pada setiap bank syariah bukan hanya berfungsi sebagai pengawas formalitas, tetapi 
juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas, transparansi, dan keabsahan syariah dalam 
seluruh aktivitas operasional (Septyani dkk., 2025). DPS memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan 
kebijakan yang diterapkan oleh bank syariah senantiasa selaras dengan fatwa MUI dan prinsip hukum 
Islam, sehingga dapat meminimalisir risiko ketidaksesuaian syariah sekaligus memperkuat kepercayaan 
nasabah serta keberlanjutan bisnis syariah di tengah persaingan industri keuangan modern (Syaifulloh, 
2024). Sementara (Dwi dkk., 2024)) menegaskan bahwa DPS menghadapi tantangan seperti minimnya 
standar global dan keterbatasan sumber daya. Untuk meningkatkan efektivitasnya, mereka 
merekomendasikan peningkatan pelatihan anggota DPS serta harmonisasi regulasi secara internasional  

Penelitian (Hakim dkk., 2024) melakukan studi terhadap 11 negara dengan industri halal terbesar 
antara 2018–2022. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak positif 
signifikan terhadap sektor keuangan Islam, khususnya dalam hal layanan dan inovasi produk. Sementara 
(Cherni & Ben Amar, 2024) mengeksplorasi hubungan antara digitalisasi dan efektivitas Dewan 
Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board/SSB) menggunakan data panel 79 bank selama 2012–
2021. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan dan 
efisiensi kerja SSB. Lebih lanjut (Masrina dkk., 2024) mengulas transformasi digital di perbankan syariah 
menuju era Islamic Finance 5.0. Riset ini mengungkapkan dampak positif digitalisasi seperti AI dan big 
data terhadap efisiensi operasional, penurunan cost-to-income ratio, dan pembentukan model tata kelola 
inovatif. Sementara temuan (Mirza dkk., 2024) menunjukkan bahwa pendekatan service-learning mampu 
meningkatkan literasi digital dan kesadaran terhadap fungsi DPS. 

Berdasarkan penelitian terdahulu masih terdapat sejumlah kesenjangan penelitian yang perlu 
dijembatani dalam konteks transformasi manajemen bisnis syariah di era digital. Pertama, pada 
efektivitas Dewan Pengawas Syariah (SSB) di sektor perbankan, sehingga belum mampu 
menggambarkan secara menyeluruh bagaimana efektivitas tata kelola syariah dapat diterapkan pada 
sektor lain seperti UMKM, lembaga zakat, maupun unit usaha berbasis komunitas. Kedua, model tata 
kelola yang ditawarkan memang memberikan kontribusi penting bagi perbankan syariah, namun masih 
terbatas pada lingkup lembaga keuangan formal, sehingga kurang menelaah keberlanjutan implementasi 
governance digital di sektor non-bank yang kini justru berkembang pesat melalui bisnis berbasis 
komunitas dan digital. Ketiga, belum terintegrasi dengan analisis tata kelola digital secara mendalam 
maupun pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain atau artificial intelligence yang memiliki 
potensi besar dalam mendukung kepatuhan syariah. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan 
yang lebih komprehensif. Pertama, penelitian akan dilakukan secara lintas sektor, tidak hanya berfokus 
pada perbankan, tetapi juga melibatkan UMKM, lembaga zakat, hingga bisnis digital syariah yang 
berkembang di tingkat mikro maupun komunitas. Kedua, penelitian ini akan mengusulkan kerangka tata 
kelola syariah digital (digital shariah governance) yang bersifat hybrid, dengan mengintegrasikan 
teknologi seperti artificial intelligence, blockchain, dan big data, sekaligus memperkuat fungsi Dewan 
Pengawas Syariah agar lebih adaptif dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ketiga, penelitian ini 
mengedepankan pendekatan kolaboratif dan multistakeholder dengan memadukan metode partisipatif 
serta pengukuran efektivitas dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 
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menghasilkan model governance syariah digital yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan dengan 

kebutuhan transformasi bisnis syariah di era digital.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana transformasi manajemen 

bisnis syariah dapat diwujudkan melalui tata kelola (governance) yang adaptif di era digital. Secara lebih 
khusus, penelitian ini diarahkan untuk: pertama, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi 
lembaga bisnis syariah, baik pada sektor perbankan maupun non-bank, termasuk UMKM dan lembaga 
zakat, dalam menghadapi era digitalisasi. Kedua, menelaah peran strategis Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) dalam memastikan kepatuhan prinsip syariah di tengah penerapan teknologi digital. Ketiga, 
mengkaji integrasi teknologi modern seperti artificial intelligence, blockchain, dan big data dalam 
membentuk kerangka tata kelola syariah digital (digital shariah governance) yang lebih efektif, 
transparan, dan inovatif. Keempat, merumuskan model tata kelola bisnis syariah yang bersifat kolaboratif 
dan multistakeholder, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan 
daya saing bisnis syariah di era transformasi digital. 

 

LANDASAN TEORI 
 

Corporate Governance & Shariah Governance 
Corporate Governance (CG) pada institusi keuangan syariah dibedakan oleh orientasi syariah, 

yaitu menempatkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi sesuai kerangka Islam dan peran 
DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah (Alam dkk., 2021). Teori Good Governance Syariah (Shariah 
Governance) menjelaskan bahwa DPS bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai pilar dalam 
memastikan tata kelola yang selaras dengan nilai Islam  (Faizi & Shuib, 2024) 
 
Teori Pemangku Kepentingan 

Menurut Islam dan prinsip keuangan syariah, institusi keuangan tidak hanya melayani pemegang 
modal, tetapi bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingannya nasabah, deposan, 
regulator, dan masyarakat luas (Rahajeng, 2025). DPS dan struktur tata kelola syariah dapat dipahami 
melalui lensa teori pemangku kepentingan, di mana DPS menjadi wakil etis bagi semua pihak yang 
berkepentingan (Luthan & Mazelfi, 2023). 
 
Teori Institusional 

Teori ini menyoroti pentingnya struktur organisasi, regulasi, dan legitimasi sosial dalam 
pembentukan tata kelola syariah. Relevansi teori institusional dalam konteks DPS mencakup interaksi 
antara regulator, DPS, Dewan Direksi, hingga kader internal di bank syariah dalam membangun 
legitimasi dan kepatuhan syariah (Hidayat dkk., 2025). 

 
Teori Legitimasi  

Dalam menghadapi tekanan sosial dan ekspektasi publik terhadap integritas dan kehalalan 
operasional, lembaga syariah perlu menjaga legitimasi melalui DPS dan praktik tata kelola syariah yang 
transparan (Alam, 2021). Organisasi yang gagal menjaga legitimasi akan menghadapi risiko kehilangan 
kepercayaan dan dukungan masyarakat (Abdul Rahim dkk., 2024). 
 
Standar Organisasi AAOIFI dan IFSB 

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menetapkan 
standar tata kelola syariah, termasuk komposisi DPS, proses review Shariah, dan fatwa terkait produk 
keuangan syariah (Hayes, 2023). Islamic Financial Services Board (IFSB) menyusun pedoman 
internasional yang mencakup stabilitas sektor keuangan syariah, tata kelola, manajemen risiko, dan 
transparansi (Kenton, 2021). Kedua badan ini mendasari kerangka formal bagi institusi syariah dalam 
merumuskan kebijakan governance yang konsisten dan kredibel. 

 
Maqasid al-Shariah 

Prinsip Maqasid al-Shariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartamenjadi pijakan 
filosofis dalam merancang governance syariah digital yang mendukung kemaslahatan umat secara 
holistik (Karbhari dkk., 2020). 
 
Kerangka Governance Teknologi 

Dalam era digital, diperlukan integrasi antara governance tradisional dan teknologi baru seperti AI, 
Big Data, dan blockchain (Liu dkk., 2022). Studi tentang governance blockchain menyoroti pentingnya 
desentralisasi, hak pengambilan keputusan, akuntabilitas, serta tanggung jawab etis semua aspek 
penting untuk membangun mekanisme governansi digital yang terpercaya (Fatmawati dkk., 2022). 
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METODE PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi 

kasus yang berfokus pada transformasi manajemen bisnis syariah di era digital. Pendekatan ini dipilih 
karena mampu menggali secara mendalam fenomena, pengalaman, dan dinamika tata kelola 
(governance) bisnis syariah dalam konteks digital, yang melibatkan berbagai sektor seperti perbankan 
syariah, lembaga zakat, UMKM berbasis syariah, serta platform bisnis digital.  

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi 
dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada informan kunci yang terdiri dari praktisi bisnis syariah, 
akademisi, regulator, dan dewan pengawas syariah (DPS), sehingga dapat diperoleh perspektif 
multipihak. Observasi dilakukan untuk memahami implementasi nyata digitalisasi dalam operasional 
bisnis syariah, seperti penggunaan AI, blockchain, maupun big data dalam sistem tata kelola. Sementara 
itu, studi dokumentasi difokuskan pada analisis laporan tahunan, kebijakan, serta publikasi akademik 
yang relevan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang 
meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Proses ini dilakukan secara iteratif untuk memastikan bahwa hasil analisis benar-benar menggambarkan 
realitas di lapangan serta mengungkap pola, kesenjangan, dan peluang pengembangan governance 
digital syariah. 

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, 
dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen, sehingga menghasilkan 
temuan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan 
dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana transformasi manajemen 
bisnis syariah dapat berjalan secara efektif di era digital, sekaligus memberikan kontribusi konseptual 
melalui kerangka governance digital berbasis syariah. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Transformasi Digital dan Peran Governance Syariah 
Transformasi manajemen bisnis syariah pada era digital dapat terwujud melalui penerapan tata 

kelola (governance) yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Tata kelola yang 
adaptif menuntut lembaga bisnis syariah untuk mampu menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan 
perubahan digital yang semakin kompleks, tanpa mengurangi nilai-nilai kepatuhan terhadap hukum 
Islam. Misalnya, pemanfaatan big data, blockchain, dan kecerdasan buatan tidak hanya mempermudah 
transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam 
melakukan pengawasan yang lebih real-time dan efisien. Hal ini sejalan dengan temuan (Nurhayati & 
Julina, 2025) menyatakan bahwa tata kelola adaptif berbasis digital mampu meningkatkan transparansi 
dan efisiensi pada lembaga keuangan syariah, sekaligus mengurangi potensi risiko moral hazard. 
Penelitian oleh (Nurhayati & Julina, 2025) menunjukkan bahwa inovasi teknologi seperti fintech, e-wallet  
syariah, crowdfunding syariah, dan smart contracts secara signifikan memperkuat ekosistem keuangan 
halal. Hasil ini diwarnai oleh peningkatan efisiensi layanan, perluasan inklusi keuangan, dan kontribusi 
terhadap pencapaian maqasid syariah. Namun, mereka juga mencatat adanya tantangan dalam literasi 
digital, regulasi yang belum siap, serta kebutuhan akan tata kelola dan pengawasan syariah yang lebih 
ketat. 

Adopsi teknologi seperti fintech, blockchain, dan AI dalam keuangan Islam mampu meningkatkan 
efisiensi operasional dan inklusivitas, serta memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kendati 
demikian, tantangan seperti keamanan data, regulasi yang kompleks, serta resistensi pasar tetap 
menjadi hambatan utama (Sudarmanto dkk., 2024) Selain itu (Sudarmanto dkk., 2024) di Indonesia 
menunjukkan bahwa tata kelola digital yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya 
berdampak pada efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat trust atau kepercayaan publik, yang 
merupakan kunci keberlanjutan bisnis berbasis syariah. Adaptasi ini tidak hanya berlaku bagi sektor 
perbankan syariah, tetapi juga relevan untuk UMKM syariah, lembaga zakat, maupun bisnis digital 
syariah. Dengan tata kelola yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan inklusif, transformasi digital dapat 
diarahkan untuk memperkuat ekosistem syariah secara menyeluruh. 

Transformasi digital membuka peluang besar bagi lembaga keuangan syariah: dari peningkatan 
efisiensi operasional hingga munculnya produk inovatif seperti dompet digital syariah dan crowdfunding. 
Namun, mereka juga memperingatkan tentang keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi digital 
masyarakat yang rendah, regulasi syariah yang belum stabil, serta risiko keamanan data mendorong 
perlunya tata kelola yang adaptif dan kolaboratif antara regulator, industri, dan akademisi (Ropiah & 
Syafi’i, 2025). Pentingnya kolaborasi antar stakeholder dan kesiapan regulasi dalam membangun 
ekosistem keuangan syariah digital yang berkelanjutan. Mereka mewanti-wanti tantangan yang 
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mencakup regulasi yang belum seragam, kurangnya literasi digital, dan risiko keamanan data sebagai 
faktor penghambat utama transformasi (Z. Jannah & Abidin, 2025). 

Dalam konteks kelembagaan lebih luas, template corporate governance yang digunakan oleh 
badan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB tetap relevan sebagai fondasi tata kelola syariah. 
AAOIFI, misalnya, menyediakan standar akuntansi, audit, etika, dan governance yang harus dipatuhi 
lembaga keuangan Islam (Hayes, 2023). Sementara itu IFSB mengeluarkan pedoman prudensial yang 
mencakup governance, manajemen risiko, dan transparansi, turut menjadi referensi penting untuk 
menjaga stabilitas sektor keuangan syariah (Kenton, 2021). 

Hasil penelitian konsisten menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam bisnis 
syariah sangat tergantung pada sistem governance yang adaptif dan komprehensif yang meliputi DPS, 
regulasi yang responsif, serta kerangka teknis seperti blockchain dan AI.  Literatur nasional mendorong 
kolaborasi erat antar stakeholder seperti regulator, lembaga keuangan, pelaku industri teknologi, dan 
akademisi untuk memperkuat tata kelola yang adaptif dan menjaga keselarasan teknologi dengan prinsip 
syariah. AAOIFI dan IFSB tetap menjadi fondasi normatif dalam memperkuat sistem governance syariah 
digital, sekaligus menjaga kesinambungan antara inovasi digital dan kepatuhan syariah. Dengan 
demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi manajemen bisnis syariah sangat 
ditentukan oleh kemampuan lembaga untuk mengadopsi tata kelola adaptif yang sesuai dengan 
kebutuhan era digital. Kolaborasi antara teknologi, regulasi, serta penguatan peran DPS menjadi faktor 
penting agar bisnis syariah tidak hanya mampu bersaing di tengah perkembangan digital, tetapi juga 
tetap menjaga nilai-nilai kepatuhan syariah. Oleh karena itu, governance adaptif dapat dipandang 
sebagai pilar utama dalam mewujudkan keberlanjutan dan daya saing bisnis syariah di masa depan. 
 
Peran Strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Era Digital 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi sentral dalam memastikan bahwa segala bentuk 
inovasi digital mulai dari fintech, e-wallet halal, crowdfunding hingga smart contracts tidak mengabaikan 
prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam lingkungan operasional yang semakin digital, fungsi DPS 
berkembang dari sekadar pengawas pasif menjadi entitas yang proaktif serta adaptif teknologi. DPS 
berperan penting dalam menjamin kepatuhan syariah pada lembaga fintech syariah melalui pengawasan 
periodik, penerapan fatwa DSN-MUI, serta keterlibatan dalam pengembangan produk dan layanan digital. 
Meskipun demikian, tantangan seperti lemahnya mekanisme pengawasan khusus fintech dan praktik 
yang belum sepenuhnya sesuai syariah tetap hadir. Mereka merekomendasikan peningkatan kapasitas 
DPS, penguatan regulasi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memitigasi pelanggaran 
dan mendukung pertumbuhan fintech syariah yang berkelanjutan (Hadi dkk., 2025). 

Peran DPS bukan hanya terbatas pada pengawasan semata, tetapi juga mencakup inovasi dalam 
governance syariah. Melalui studi literatur mereka menggarisbawahi bahwa DPS dapat meningkatkan 
kepercayaan pemangku kepentingan dan perlu dibekali dengan pelatihan, pendidikan, serta harmonisasi 
regulasi di tingkat internasional langkah penting di era digital yang menuntut agility dan kapabilitas teknis 
tinggi (Dwi dkk., 2024). Dalam konteks nasional menegaskan bahwa DPS adalah pilar utama dalam 
memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Sebagai pengawas independen, DPS 
memastikan bahwa institusi keuangan syariah termasuk perbankan dan asuransi beroperasi sesuai 
prinsip syariah. Meski demikian, mereka menghadapi tantangan seperti konflik kepentingan, keterbatasan 
waktu, dan sumber daya manusia. Dalam era digital, DPS juga dituntut memberi panduan agar inovasi 
tetap sesuai syariah sambil memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan, regulator, dan 
masyarakat (N. Z. Jannah dkk., 2025). Peran DPS dalam menjaga kualitas produk di Bank Syariah 
Indonesia (BSI). DPS bertanggung jawab memastikan bahwa produk dan layanan digital bebas dari 
unsur maysir, gharar, dan riba. Meskipun demikian, temuan mereka memaparkan adanya tantangan 
seperti kurangnya independensi dan keterbatasan inovasi dari DPS. Untuk itu, penguatan regulasi dan 
dukungan kelembagaan dianggap sangat penting (Alvera Zahvania Putri dkk., 2024).  

Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat strategis karena 
berfungsi sebagai penjaga utama kepatuhan syariah dalam setiap inovasi digital yang diterapkan. DPS 
tidak hanya memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi untuk memberikan arahan yang 
relevan, tepat, dan kontekstual. Dengan demikian, sinergi antara transformasi digital dan pengawasan 
syariah dapat menciptakan ekosistem bisnis syariah yang berdaya saing, terpercaya, dan berkelanjutan. 
 
Integrasi Teknologi Modern Dalam Membentuk Kerangka Tata Kelola Syariah Digital  

Integrasi Artificial Intelligence (AI) dalam tata kelola syariah digital membuka peluang besar untuk 
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Penerapan AI 
memungkinkan otomasi dalam Shariah-screening, manajemen risiko, dan analisis berbasis big data. 
(Badawi, 2025) menegaskan bahwa AI dalam kerangka Smart Islamic Finance dapat digunakan untuk 
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penyaringan kepatuhan syariah secara otomatis, pengelolaan risiko yang berbasis maqāsid al-Šarīʿah, 
optimalisasi distribusi zakat, hingga pengembangan produk berbasis big data. Selanjutnya (Najib dkk., 
2025) menekankan bahwa AI dalam governance syariah harus berlandaskan maqāsid al-Šarīʿah, agar 
inovasi teknologi sejalan dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan publik. Perspektif ini 
penting karena adopsi teknologi tanpa kerangka maqāsid dapat menyebabkan ketidaksesuaian prinsip 
syariah dengan praktik digital yang canggih. Dalam konteks operasional, (Bas dkk., 2025) juga 
menunjukkan bahwa penggunaan AI pada layanan keuangan syariah, seperti robo-advisor dan platform 
digital banking, dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan syariah. Namun, mereka juga 
mencatat adanya tantangan signifikan berupa potensi bias algoritma serta kerangka regulasi yang belum 
siap menghadapi kompleksitas AI dalam governance syariah digital.  

Selain AI, teknologi blockchain dan big data juga memainkan peran penting dalam memperkuat 
governance syariah digital. Blockchain, dengan sifat transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diaudit, 
memberikan fondasi yang kuat bagi pengelolaan transaksi sesuai syariah. Implementasi smart contracts 
memungkinkan penyelesaian transaksi berbasis akad syariah seperti mudharabah atau ijarah secara 
otomatis tanpa perantara, sehingga dapat mengurangi risiko manipulasi sekaligus meningkatkan efisiensi 
audit syariah (Yaqub, 2025). Lebih jauh (Deepa dkk., 2021) menunjukkan bahwa integrasi blockchain 
dengan big data memperkuat kualitas akuisisi, penyimpanan, analitik, dan perlindungan privasi data. Hal 
ini penting karena tata kelola digital yang efektif memerlukan keandalan data sebagai basis pengambilan 
keputusan. Kombinasi blockchain dan AI juga dianggap solusi atas masalah black box dalam AI.   (Akther 
dkk., 2025) berargumen bahwa blockchain mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan 
auditabilitas sistem AI dalam konteks financial governance. 

Dari temuan penelitian tersebut, dapat dirumuskan kerangka ekosistem tata kelola syariah digital 
terpadu yang berbasis AI, blockchain, dan big data. Pertama, AI meningkatkan efisiensi dan akurasi 
melalui otomasi screening syariah, deteksi risiko, serta personalisasi produk keuangan. Kedua, 
blockchain menyediakan transparansi dan auditabilitas, sehingga memudahkan Dewan Pengawas 
Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan dan mengurangi potensi kecurangan. Ketiga, big data 
memberikan visibilitas real-time terhadap tren pasar dan perilaku konsumen, yang mendukung 
responsivitas lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keputusan strategis. Keempat, sinergi 
ketiga teknologi ini memperkuat kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen lembaga syariah 
terhadap inovasi, akurasi, dan prinsip transparansi dalam bingkai Islam. 

Meski potensinya besar, penerapan teknologi digital ini juga menghadapi berbagai tantangan. 
Pertama, risiko bias algoritmik dalam AI menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dalam 
pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan Explainable AI (XAI) agar setiap 
keputusan dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan (Dupuy, 2024). Kedua, kompleksitas teknis dan 
kebutuhan skalabilitas blockchain serta integrasi AI memerlukan infrastruktur yang kuat dan regulasi yang 
adaptif. Ketiga, terdapat kesenjangan kapasitas teknis DPS dan regulator dalam memahami teknologi 
mutakhir ini, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi agar mampu menilai dan menyusun kebijakan 
secara efektif. Dengan demikian, meskipun integrasi AI, blockchain, dan big data menjanjikan tata kelola 
syariah digital yang lebih efektif, transparan, dan inovatif, keberhasilan implementasinya sangat 
bergantung pada kesiapan regulasi, peningkatan kapasitas DPS, serta pengembangan kerangka etika 
dan maqāsid yang selaras dengan prinsip Islam. 

 
Model Tata Kelola Syariah yang Kolaboratif dan Multistakeholder 

Model multi-stakeholder governance berangkat dari konsep bahwa tata kelola yang melibatkan 
berbagai pihak—pemerintah, regulator, lembaga keuangan, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi 
akan menciptakan legitimasi yang lebih kuat serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi 
lintas pemangku kepentingan diyakini mampu menghasilkan tata kelola yang lebih inklusif dan adaptif 
terhadap dinamika digital (Gleckman, 2018). Dalam konteks ekonomi syariah digital, pendekatan ini 
menjadi semakin relevan karena prinsip partisipasi dan musyawarah sejalan dengan nilai-nilai syariah. 
Implementasi tata kelola kolaboratif dalam ekonomi syariah dapat dilihat dari beberapa inisiatif nyata di 
Indonesia. Pertama, penelitian (Pramono & Wahyuni, 2021) menunjukkan bahwa strategi inovasi Bank 
Wakaf Mikro Syariah (BWMS) melalui kolaborasi dengan fintech syariah dan UMKM telah menghasilkan 
diversifikasi produk digital yang relevan dengan kebutuhan pasar. Analisis SWOT dan strategi 
konglomerasi diversifikasi yang mereka gunakan memperlihatkan bahwa sinergi antar aktor memperluas 
jangkauan layanan digital syariah. Kedua, kolaborasi digital juga diwujudkan melalui platform business 
matching yang digagas oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Bank 
Indonesia, OJK, dan Kementerian UMKM. Platform ini memperkuat konektivitas antara pelaku usaha dan 
lembaga keuangan syariah dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi (Murdaningsih, 2025). Ketiga, 
program pelatihan digitalisasi UMKM yang dilakukan BBPSDMP Kominfo Medan pada tahun 2024 
menjadi contoh model partnerships antara pemerintah dan sektor privat. Program ini tidak hanya 
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membekali pelaku UMKM syariah dengan keterampilan teknologi, tetapi juga memperkuat daya saing 
mereka di pasar digital global (Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian, 
BBPSDMP Kominfo Medan, 2024). 

Efek dari sinergi multistakeholder terlihat pada meningkatnya inklusi keuangan syariah sekaligus 
bertumbuhnya kepercayaan masyarakat. (Arlianda, 2022) menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif 
mampu memperkuat fondasi ekonomi syariah yang inklusif dan transparan (detiknews). Selain itu, inisiatif 
pelatihan digitalisasi UMKM berbasis syariah yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, serta 
platform digital telah menciptakan ekosistem yang lebih kompetitif dan berkelanjutan (Dachroni, 
2025)Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat disusun kerangka tata kelola syariah kolaboratif di 
era digital dengan melibatkan: 
 
Tabel 1. Model Tata Kelola Kolaboratif 

Unsur Kolaboratif Uraian 

Pemerintah & Regulator Menyediakan regulasi, infrastruktur digital, dan pelatihan massal 

Fintech & Lembaga Keuangan 
Syariah 

Mengembangkan teknologi inovatif, produk digital, dan akses 
pembiayaan 

UMKM Syariah & Komunitas Menjadi ujung tombak pemberdayaan dan penerapan tata kelola 
syariah 

Institusi Standar & Akademisi Menyusun panduan governance, memastikan kepatuhan syariah dan 
kualitas 

Platform Digital & Infrastruktur Menghubungkan kebutuhan UMKM dan pelaku keuangan melalui 
sistem end-to-end 

 
Berdasarkan tabel mengenai model tata kelola kolaboratif bahwa tata kelola bisnis syariah di era 

digital hanya dapat berjalan efektif jika seluruh pemangku kepentingan terlibat secara sinergis. 
Pemerintah dan regulator berperan sebagai fasilitator utama melalui penyediaan regulasi, infrastruktur 
digital, serta program pelatihan yang mendorong literasi dan kompetensi digital. Fintech bersama 
lembaga keuangan syariah menjadi penggerak inovasi dengan menghadirkan produk, layanan, dan 
akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Sementara itu, UMKM syariah dan komunitas 
menjadi aktor lapangan yang mengimplementasikan praktik tata kelola, sekaligus menjadi pusat 
pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, institusi standar dan akademisi memberikan kontribusi dalam 
bentuk penyusunan pedoman governance, riset, serta pengawasan kepatuhan syariah dan kualitas 
layanan. Keseluruhan ekosistem ini diperkuat oleh peran platform digital dan infrastruktur teknologi yang 
menghubungkan kebutuhan UMKM dan pelaku keuangan dalam satu sistem end-to-end. Dengan model 
kolaboratif ini, tata kelola bisnis syariah tidak hanya mampu memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi 
juga meningkatkan daya saing di tengah transformasi digital yang semakin dinamis. 

Secara teoritis, model ini memperkaya literatur tata kelola syariah dengan mengintegrasikan 
pendekatan multi-stakeholder governance dan dimensi digital. Hal ini menunjukkan bahwa governance 
syariah dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Secara praktis, 
implementasi model kolaboratif ini menuntut beberapa langkah strategis: regulasi adaptif dan program 
pelatihan terintegrasi bagi pelaku usaha, kolaborasi fintech dengan BWMS untuk pengembangan produk 
inklusif bagi UMKM, penyediaan platform digital syariah yang terintegrasi, serta pengawasan dan 
standarisasi dari lembaga seperti DSN-MUI, AAOIFI, dan IFSB. 

Dengan demikian, model tata kelola bisnis syariah yang kolaboratif dan multistakeholder menjadi 
fondasi penting dalam menghadapi era transformasi digital. Sinergi antara regulator, lembaga keuangan, 
fintech, komunitas UMKM, akademisi, dan lembaga standar mampu memperkuat kepercayaan 
masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing global ekonomi syariah. Platform digital yang inklusif dan 
berbasis prinsip syariah berfungsi sebagai penghubung utama dalam menciptakan ekosistem yang 
inovatif, transparan, dan berkelanjutan. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  
Transformasi digital dalam manajemen bisnis syariah menuntut adanya tata kelola yang adaptif, 

kolaboratif, dan berlandaskan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), 
blockchain, dan big data mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus 
memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah. Namun 
demikian, integrasi teknologi ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan regulasi, bias 
algoritmik, serta kesenjangan kapasitas teknis. DPS memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai 
pengawas, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mendorong inovasi dan menjaga kepercayaan publik 
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terhadap ekosistem keuangan syariah digital. Keberhasilan tata kelola digital syariah juga sangat 
bergantung pada kolaborasi multistakeholder antara regulator, lembaga keuangan, fintech, pemerintah, 
komunitas UMKM, akademisi, serta lembaga standar internasional. Dengan demikian, tata kelola syariah 
yang adaptif dan kolaboratif menjadi kunci untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya 
selaras dengan maqāṣid al-sharī‘ah, tetapi juga mampu menjadikan ekosistem bisnis syariah lebih 
inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan di tingkat global. 

 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, lembaga 

bisnis dan keuangan syariah perlu mempercepat adopsi teknologi digital seperti artificial intelligence, 

blockchain, dan big data dengan tetap menekankan prinsip kepatuhan syariah. Kedua, Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) perlu meningkatkan kapasitas literasi digital agar dapat berperan lebih optimal dalam 

melakukan pengawasan berbasis teknologi. Ketiga, regulator perlu menyusun kerangka regulasi yang 

adaptif terhadap perkembangan teknologi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam 

implementasi tata kelola syariah digital. Keempat, diperlukan model tata kelola yang lebih kolaboratif dan 

multistakeholder, dengan melibatkan regulator, akademisi, pelaku industri, UMKM, komunitas, dan 

lembaga internasional, untuk memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing 

bisnis syariah di era transformasi digital. Terakhir, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat 

mengeksplorasi aspek praktis penerapan digital shariah governance pada berbagai sektor industri, 

sehingga hasilnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ekosistem bisnis syariah 

yang inklusif dan berkelanjutan. 
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